BUPATI BULELENG
PROVINSI BAL]

FERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAG] PEGAWAI NEGERI SiPTL

Momimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

: 4. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya

manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas
Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakulkan
pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan
dan pelatihan dalam bentuk pemberian  tupas  belajar,
pelatihan, imbingan tcknis, seminar dan sejenisnyn, yang
dilakukan secarm selektif, objektif, nkuntabel dan
transparan;

. bahwa Peroturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang

Bantuan Biays Pendidikan bagi Pegawai Meperi Sipil pada
Pemerintah Kabupaten Buleleng vang mengikuti pendidikan
Tugas Belajar/Kursus/ Penataran/ Pelatihan, sudsh tdak
sesual dengan perkembangan hikum saat ind schingga periu
ditinjau;

. bahwn berdasarkan pertimbangan schagaimnns dimaksod

dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Hagi Preswsal
Negeri Sipil;



Menetapkan

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

oaren hegar, Republ [ndoncai Teun 2070 nomor

&8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomar
64TT):

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahen Atas Persturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 wentang Pembentukan
Produk Hukum Dseerah [Berita Negoara Republik Indonesin
Tahun 2018 Nomor 157);

Pernturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

Peraturnn Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun
2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1127);

MEMUTLISKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENOEMBANGAN KOMPETENS]

BAGI PEGAWAIL NEGERI SIPIL.

BAB 1
KRENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturnn Bupat ini yeng dimnksud dengan -

1.
2.
2.

4.

Dacrah adalab Kabupaten Buleleng,
Pemerintah Daerah adalah Pemmerintah Kabupaten Buleleng.
Bupali adalah Bupati Buleleng.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daernh di lingkungan
Pemerintah Dasrah. 'I



(1)

(<]

. penataran;

J-  bimbingan teknis;

k. sosinlisasi; dan/atau

. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan
klasikal lainnya.

Pasal 7

Bentuk Pengembangan Kompetensi PNS  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditalukan melalui kegiatan
yang menekankan pads proses pembelnjaran praktik kerja
dun/stau pembelajaran di luar kelns.

Bentuk Pengembangan Kompetensi PNS  sebageimana
dimaksud pada ayat (1) dilalukan melalui jatur :

8. roaching,

b. mentoring,

c. edeaming,

pelatihan jarak jauh;

detasering (secondment);

pembelajuran alam terbuka (outhond);

patok banding {benchmarking);

pertukaran antara PNS dengan pegawal swasta/badan
usahs milik negara,/ badan usaha milik Daerah;

belajar mandiri | self developmernt);

korunitas belajar (community of practices);

bimbingan i tempat kerja;

magang/ pruktik kerja; dan

jmlur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan
nanklasikal fainnyn.

@~ R
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Prasl 8

Bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB 1l
PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

Tugss Belajar bagi PNS harus memenuhi syarat sebagai berikut

i memilikt masas kerja paling singkat 1 [satu) tahun sejak
diangkat sebagai PNS;

b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan
masa pendidikan dan masa [katen Dinas, dengan ketentuan
paling kurang
1. 3 (tga) kali waktu normatil program studi sebelum batas

usia pensiun  jabatan, untuk Tugas Belgjar yang
diberhentikan dari jabatan; atay

2. 2 (dua) kali wakiu normatil program studi sebelum batas
usin pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak
diberhentikan dari jabatan.

¢. memiliki penilaian kinerjs dalam 2 {dua) mhun terakhir paling
rendah dengan predilkat baik;

d. sehat jasmani dan rohant;

e. tdak sedang:

1. dalam pemeriksasan pelunggaran disiplin dan/atau tindak
pidana;

2. menjalani pidena  penjara aton  karungan  dan/atau
hukumsn disiplin sedang atau hukuman disiplin beray;
atau

3. menjalani cuti di luar tanggungan negara  dan/atau
menjalam pemberhentian sementars sebagai PNS.

[ tdak pernah !

L. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tinglat sedang
dalam 1 [=afu) mhun ternkhir;

2. dijatuhi pidana penjora ateu kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam
1 (satu) tahun terakhir; atau

3. dibatalkan atau dihentiknn Tugas Belajurnya sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalsm
waktu 2 (dua) tabun teralhir;



B- program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas

Belajar di Pergurunn Tinge haras memenubs persyaratan:
I. sewuai perencanaan kebutuhan Tugas Belnjar Pemerintah
Daerah;
2, penyelenggaraannyva dolam jenis akademilk, vokasi wtau
profesi;
3. memiliki akreditasi paling rendah:
) B atau baik sekali dard lembagn yang berwenang bagi
program studi Pergurunn Tinggl dalam negeri; atay
b) € atsu baik dari lembaga yang berwenang bagi program
studi  Perguroan Tinggl dalam negeri yvang belum
memiliki akreditasi B atau baik sekali ams persetujuan
Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di
bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi.

h, mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti seleksi masuk
Perguruan Tinggi dar Bupati yang diusulkan aleh Kepala
Perangkat Dacrah dan diajukan melalul Peranghst Dacrah
vang membidangi urusan pemerntahan kepegawainn dan
pengembangan sumber daya manusiag

i, telash dinyatakan lulus seleksi masuk Perguruan Tingm yang
disetujui sesuai rekomendesi sebagaimnna dimaksud pada
huruf h; dan

j- menandatangani perjanjian pemberian Tugas Belajir dengan
formal  sebagaimana  tercantum dalam Lampiran 11 yang
merupakan bagian tidak terpisshkan darl Peraturan Bupati

il

BAB TV
PENYELENGOARAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 10
(1) Tugas Belajar dapat diselenggarnkan pada Perguruan Tinggi
dalam negeri dan/atau Perguruan Tinggl luar negeri.
(2) Perguruan Tinggi dalam negeri scbagaimans dimaksud puds
ayat (1) terdiri dari:



a. Perguruan Tinggi negeri;
b. Perguruan Tinggi kedinasan; dan/ atau
¢. Pergurvan Tinggi swasta.

{3) Tugas Belajar veng disclenggarmkan oleh Perguruan Tinggi
dapat dilakukan sccara jarnk jauh, kelas malam dan/atau
sabtu-minggu sepanjang telah memiliki  #n/ persetujuan
penyelenggaraan  program  studi  yvang  diterbitkan  oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan, kebudavaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4] Pergurusn Tinggi luar negerl sebagaimana dimaksud pads
ayat (1} merupakan Perguruan Tinggl luar negeri vang diakui
oleh negarn vang bersangkutan dan kementerian  yang
menyvelenggarakan  urusan  pemerintahsn di | bidang
pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahusn, dan teknologi.

Pasal 11
PNS yang memenuhl persvaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar
diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugns Belajar dan
ditetupkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12
Tugas Belajur disclenggarakan untuk jangka waktu tertentu,
sesual dengan batas waktu normatil program studi yang berlaku
pada masing-masing Perguruan Tinggi.

Pasal 13
(1) Jangkn waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling

banyak 2 [dua) semester atau 1 {(satu) tahun.
(2} Perpanjangan scbagaimana dimakesud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan kriteria:
i, perubahan kondisi sistern studi/perkulinhan;
b. keterlambatan pencrimaan dana biays Tuges Belajac dan/
atau



c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan wakiu
karena terdapat situasi dun kondisi di Tosr kemampuan

PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.

(3) Perpunjangan jangka waktu Tugns Belajar dapat dikecuslikan
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat
(2), dalam hal terjadi kemdaan kahar vang dinyataken oleh
peiabat) instansi yang berwenang.

(%) Perpanjangan jangka waktu Tugss Belajar ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan
jangka waktu Tugas Belajar.

(5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar
setelah  diberikan perpanjangan, maka Bupati menoabat
status Tugas Belajar PNS yang bersanghutan.

Pasal 14
PNS dapat melnksannksn Tugas Belajor berkelanjutan secara
berturut-turut,

Pasal 15
PNS dapat melaksanakan Tupgas Belajar berkelunjutan
sehagaimana dimoksud dalam Pasal 14 untuk paling banyak 1
(satu) kali jenjang pendidiknn di atasnya, setelah memenuhi
persyaraian sehagai berikut
. mendapal persciujusn Bupati;
b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendab cumioude atau
Bl
c. tidok pernoh menjaluni perpanjangan jongks wakiu Tugas
Belajar; dan
d. memportimbangksn sss masa kerjn setelah menyelesaikan
Tugas Belajar.

Pasal 16
Persctujuan Bupati sebagnimans dimaksud dalam Pssal 15 huraf
a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi.



BAB V
KEDUDUKAN PECAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 17

(1) PNS yang menjalani Tugss Belajar untuk jangia waktu lebih

dari & (enam | bulan diberhentikan dari jabatannya.

(2] PNS yung menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 [enam) bulan

dengan  tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak
diberhentikan dari jabatan dalam hal -
l. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan

2. memperhatikan sistem  penyelenpgparaan pendidikan yang
dijalani.

BAB V1

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGER! SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal |8

PNS Tugas Belnjur memiliki hak sebagai berikut :

PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar  diberikan
penghasilan . sesuni ketentuan  Peraturan  Perundang-
undangan;

PNS yang (clah menyelesaikan Tugas Belajar dapat
mengusulkan  peningkatan  pendidikon  sesuni  ketentunn
Peraturan Perundang-undangan; dan

PNS wang mengusulkan peninghatan pendidikan sebagnimana
dimaksud pada huruf b, tidak berhak menuntut kenaiksan
pangkat vang lebih tinggt kecuali terdapat farmast.

Pasal 19

PNS Tugas Belajar memiliki kewajiban sebagai berikut :

PNS wajib menandatangani perjanjinn terkait pemberian
Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;

PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor
kepada Bupatl melalul Perangkat Daerah yang membidang
urusan pemerintihan  kepegawaion dan  penpembangan

’I



sumber daya manusia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja

sejak berakhirnys masa Tugas Belajar;

PNS wvang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib

melaksanakan [katan Dinas aclama

1. 2 [dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS
yang menjalani Tugas Belnjar vang diberhentikan dari
jabatannya,

2. 1 [satu) kali masa pelaksanasn Tugas Belajur, bagi PNS
vang menjilani Tuges Belajar vang tidek diberhentikan
dan jabatannya; dan

3. 1 [satu] kali masa pelaksannnn Tugas Belajar, bagi PNS
yang menjalani Tugas Belajar biayn mandind  yang
diberhentikan dari jabatannva.

selama menjalani lkatan Dinas, PNS tidak diperkenankan

mengajukan pengunduran din sebagai PNS:

PNS yang menjalani Tugas Belajar blaya mandiri yang tidak

diberhentikan dar jabatannya, tidak wajib memalani ikatan

dinas;

Kewajiban melaksanakan lkatan Dinas schagaimana

dimaksud pada huruf ¢ berakhir pada saat jangks waktu

ikntan dinas telah terpenuhd, mercapal batas usia pensiun
atau diberhentikan sebagni PNS sesual ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;

PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan,

wajib melaksanakan Ikatan Dines sebagaimana dimaksud

pada hurul e secara kumulstif; dan

. PNS Tugas Belajar vang pembisyaannya berstimber dan

Pemerintah  Daerabh vang tidak memenuhi  kewajiban

melaksanakan Ikatan Dinns schagnimana dimaksud pada

huraf ¢, walib mengembalikan bisya yang dikeluarkan selama
masa Tugns Belajar kepada Pemerintah Daerah.



BAR VII
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 20

(1) Pimpinan unit kega dapat mengusulken pembatalan
penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya
kepada Bupati, dengan disertal alasan pembatalon dan data
dukung yang diperlukan.

2} Alosan pengusulan pembatalan scbagaimana dimuksud pada
myat (1), antarn lain :

& PNS yang bersanghkutan torbukt ridak memenuhi syarat
pemberian Tugas Belnjar;

b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara
atau  kurungan, danfatau sedang dalam penjatuhan
hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

o, PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses
pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyvalahgunann
kewenangan jubatan yang mengakibatkan kerugian
keuANEan Negarn;

d.PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat
pelaksanuan Tugas Belajur sesual jedwal yang telah
ditentukan tanpa alasan yang sah; dan

e. PN8 vyiang bersangkulan mengajukan permchoanan
pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar,

(3] Dalam hal PNS yang scdang menjalani proses pemeriksaan
sebagaimana  dimaksud pada ayst (2) hural e, haasil
pemenksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS vang
bersanglutan dapat melanjutkan Tugas Belajur.

Pasal 21

(1) Pimpinan  unit kerjn  dapat  mengusulkan  penghentian
pemberian Tugas Belajpr bagli PNS di lingkungan  unit

1



kerjanya kepada Bupati, dengan disertad alasan penghentian
dan data dukung yung diperiukan.

(2] Alasan penghentian sebagaimana dimakstd pada ayat (1),
antara lain :

a PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena
keadaan kahar;

b. PNS dinyatakan tidak schat jismani dan rohani oleh tim
penguji  kesehatan  schingga  tidak  memungkinkan
menyelesaikan Tugas Belajar sesual dengan batas walktu
yang ditentukan;

t. PNS dinyatakun tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar
berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara
Tugas Belajar;

d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugns

Belajarnya dan telah diberi  peringatan  tertulis  oleh
instansinya; dan

e PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukoam,

BAB VIl
PEMBIAYAAN

Pasal 22
Pembiaynan Pengembangan Kompetensi PNS  melalui Tugas
Belajor dan pelatthan dapat bersumber dari :
o Anggaran Pendapatan don Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah;
g, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesual ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dan fatau;
d. hiava mandiri.

Pasal 23
(1) PNS yang ditetapkan untuk Tugas Belmjar, dapat diberikan
Bantuan Biayn pendidikan sesuai dengan  jenjang
pendidikannya.



(2) Bantuan Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana

dimaksud pada avat (1) terdirl dari -

. biaya hidup dan biaya operasional;

b, vang buku dan referensi;

¢. blaya pendidikan;

d. biaya penelitian; dan

€. biaya penyvusunan laporan akhir/skripsi /tesis/disertasi.

(3] Bantuan Biaya pendidikan Tugas Belajar vang pembiavaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hurafl &, huref b, dan
huruf ¢, nilal dan mekanismenva ditentuksn oleh pihak
pemberi bantuan dana.

(%) Bantuan Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] hanya diberikan kepada PNS di Hngkungan Pemerintah
Daerah.

5] Besarnya Bantuan Biayan pendidikan vang bersumber dari
APBD, scbagaimana tercantum dalam Lampiran Il vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupar
ini.

Pasal 24

Bantuan Biaya pendidikan Tuges Belajar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (2] diberikan dengan ketentuan sebagal

berikut :

a. biava hidup dan biaya operasional dibavarkan secara lompsm;

b. uang buku dan referensi dibayarkan sesual dengan biava riil

dan tidak melebihi standar;

¢. biaya pendidikan dibayarkan sesuai dengan binya riil dan tidak

melebihi standar;

d. biaya penelitian dibayarkan secara humpsum; dan

e. biaya penyusunan laporan  akhir/skripsi/tesis/disertas)

dibmynrkan secara lumpsum
Pasal 25

Dalam kondisi adanye kebijpkan Pemerintah Daerah wvang
menyebabkan tdak dapat membiaval pelaksanaan Tugas Belajar

ol
[



PNS yang sedang berdangsung, maks ketentuan pembiayaan
Tugas Belujar schagai berileut ;

&. pembiayvaan dapat dihentikan sementara; atau

b. pembiayasn dapat dinlihkan menjadi pembiayasn yang
bersumber dari sumber lain vang sah dan tidak mengikat atau
bisva mandiri.

Pazal 26
Dalam hal pendidikan Tugas Belajar yang dibisyai aleh
Pemerintah  Dacrah, PNS tidak dapat menyelesalknn Tugas
Belajar atas dasar kelalaiannya sendiri, malka :
a. yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh bantuan
pembiayaan Tugas Belajar kepada Pemerintah Doaerah; dan
b. yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin,

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27
(1] Tugas Belajar dan Izin Belajur yang telah dikeloarkan sebelum
ditctapkannya Peraturan Bupati inl, dinyatakan tetap berlaku.
(2) Apabiln terlapat kewsmjiban atas Tugas Belajar yang belum
dilaksanakan, maka pelaksanaanyve berdasarkan lketentuan
yang menguniungkan bagi PNS vang bersangiutan.

BAB X
PENUTUP

Pazal 28
Pada saal Peraturan Bupati inl mulai berlakn, maka Pératuran
Buputi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Bantuan Biays Pondidikan
Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Tugas
Belajar Kursus/ Penataran / Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2019 Nemer 27) dicabut dan dinyatakan tidak
berlako,



Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang —mengetahuinya, —memerintahlkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng,

Ditctapkan di Singaraja

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 39
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 3% TAHUN 2022
TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENS!
BAGI PEGAWAL NEGERI SIPIL

PERJAMNJIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nomor - ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di
bawah ini :

. Namsa
NIP
Jubatan
Alamalt SRR

dalam hal ini bertindak untuk den atses nama Pemerintuh Kabupaten
Buleleng, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

. MNams
NIP
Jabatan
Alnmat

dan untuk selanjuinys discbut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEBATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Perjanpan ini dischut PARA PIHAK dan sccara sendin disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagni bertkur -

(1) Bahwa Pengembangan Kompetensi PNS dapat dilaksanaken melalui
program Tugas Belajar PNS;

(2) Bahwa PIHAK KEDUA melaksanakan Tugas Belsjar PNS pada Program
Studi ..., dengan peringkat akreditasi 0 .. pada  Sckolah
Tinggi/Institat/ Universitas ... selama ... (...) tahun mulai tangeal ... di ..,
yang scluruh biayn pendidikannys ditanggung oleh ...



Berdasarkan hal tersebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam

Program Tugas Belojar PNS dengan ketentusn dan syarat-syarat sebagai
benbout :

Pasal 1

PIHAK EKESATU menvetujui pelaksanaan program Tugas Belajar PIHAK
KEDUA dengan pembiaysan yang bersumber dari ... sesuai dengan ketentusn
peraturan perundang-undangan dan menetapkan pelaksanaan Program Tugas
Belajar PNS dengan Sumt Keputusan Bupati,

Pasal 2

PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :

(1) melakzsanakan Program Tugas Belajor dengan sebailk-sebailenve deri awal
hinggn selesai dalam bidang yvang lelah ditentukan;

(2) menyelesaikan Program Tugas Belajar sesuai dengan target wakiu yang
telah ditentukan;

(3) menyampaikan lapornn hasil pendidikan secarn periodik per semester
kepada PIHAK KESATU;

(4) melaksanakan iketan dinas setelah menyelesaikan program Tugas Belajar
PNS;

Pasal 3
FIHAK KEDUA memiliki hak ;
(1) memperoleh penghasilon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undnngan;

12) mengusulkan peningkatan pendidikan sesual dengan ketesituan Peraturan
Perundang-undangan;

Pasal 4

(1) Selama melaksanakan Tugas Belajar PNS, PIHAK #KEDUA tidak

diperkenankan untuk pindah program studi yang telah ditentukan tanpa
persctujuan tertulis dar PTHAK KESATU:

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan scbagaimana tersebut
pada ayat (1) dari Pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan
PIHAK KEDUA dari Program Tugas Belajar ini dan selanjutnya diberikan
sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pnru‘ndn:gum:‘ingan

Pasal 5

Apahila PIHAK KEDUA tidak melnksanakan kewajiban sebapsimanns yang
tersebiust  dalam Pasal 2 perdanjian  ini, maks PIHAK KESATU  dapat

rl*



memberikan sanksi scbagnimana mestinya sesual deagan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 6

PIHAK EEDUA dapot mongajukan permohonan perpanjangan jangks waktu
Tugas Belajar kepada PIHAK KESATU paling banyak 2 [dus) semester atau ]
(satu) thun;

Pasal 7
Hal-hal yung belum dintur dalam Perjanjian ini akan ditentukan dikemudian
hari oleh PIHAK KEBATU berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 8
(1) Apabila terjndi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK
sepakat menvelesaikan secara musyawarah untuk mufakat,
[2) Apabila penyelesalan secarn musyawarah scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) idak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaiknn  perselisihan sesual  ketentuan Permturan  Perundang-

Poual 8
SBural Peranjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di ... pada
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti diatas tanpa ada paksasn dari pihak
manapun dalam rangkap 2 (dus) bermateral cukup yang masing-masing
mempunynl kekuatan hukum vang sama untuk dipergunakan seperiunya.

PMIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
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